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ABSTRAKSI

Pemerintah Kota Samarinda sudah membentuk tata ruang kota yang masih dalam tahap pengerjaan dilihat dari taman-taman kota yang sudah dibangun. Seharusnya Pemerintah Kota Samarinda harus lebih tegas dalam mengatasi segala bentuk permasalahan tata ruang di Kota Samarinda karena Pemerintah Kota Samarinda di anggap paling bertanggung jawab atas masalah tersebut.Menjelang Tahun Politik atau Pesta Demokrasi PemilihanUmum di tahun 2014 ini berbagai macam Atribut Kampanye sudah mulai menghiasi tempat-tempat umum di Kota Samarinda.
Oleh karena itu maraknya Pemasangan Atribut Kampanye Partai Politik serta Calon Legislatif yang tidak pada tempatnya akan membuat tatanan Kota Samarinda semakin menjadi rusak karena berbagai kepentingan, dimana kiprah para Profesional Politik ini menjadikan Partai Politik sebagai kendaraan karir mereka.
Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Pelaksana Kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemasangan Alat Peraga yang dipasang tidak pada tempatnya tentu sudah melanggar  Pasal 17 Ayat 1 Butir (a) PKPU Nomor 15 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa Pemasangan Alat peraga tidak boleh ditempatkan pada tempat Ibadah, Rumah Sakit atau tempat-tempat Pelayanan Kesehatan,Gedung Milik Pemerintah, LembagaPendidikan, jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan. Pada PKPU Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 1 Butir (b)juga disebutkan bahwa peserta Pemilu yaitu setiap Partai Politik hanya dapat memasang satu Baliho atau Papan Reklame di setiap Kelurahan di zona yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Upaya KPU Kota Samarinda dalam menertibkan Atribut Kampanye Calon Legislatif sudah maksimal dilaksanakan, dalam hal ini KPU dan Panwaslu Kota Samarinda bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai eksekutor yang turun kelapangan guna menertibkan Alat Peraga Kampanye yang dipasang tidak pada tempatnya. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pihak KPU dan Panwaslu Kota Samarinda menyatakan bahwa semua Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif di Kota Samarinda melakukan Pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye.







ABSTRACT
Samarinda City Government already shaping urban spatial structure which is still under construction, seen from the city parks that have been built.Samarinda City Government is supposed to be more assertive in dealing with all forms of spatial planning in the City because the City Government of Samarinda Samarinda considered most responsible for the problem. Towards the Year of Political or Party Democracy General Election in 2014, various kinds of attributes Campaign has begun to adorn public places in the city of Samarinda.
Hence the rise of Installation Attributes of Political Parties and Candidates Campaign Legislature is not in place will make arrangements Samarinda city is increasingly becoming damaged due to a variety of interests, in which the pursuit of Professional Political Political Party as a vehicle to make their career.
Installation of Executive Viewer Tool Campaign by Campaign done by considering ethics, aesthetics, cleanliness and beauty of the city or local area in accordance with the legislation in force. Installation Viewer tool that is installed is not in place would have been in violation of Article 17 Paragraph 1 Clause (a) PKPU Number 15 Year 2013, which confirms that the installation Props shall not be placed in a place of Worship, hospitals or places of Health Services, Government Owned Buildings, institutions, main streets, and highways. In PKPU No. 15 of 2013 Article 17 Paragraph 1 Clause (b) also mentioned that participants in the election that any political party can only put up a billboard or advertisement boards in every village in the zones that have been established or agreed upon. Efforts KPU Samarinda in the discipline attribute has a maximum Legislative Candidates Campaign implemented, in this case the Commission and the Election Supervisory Committee Samarinda City in collaboration with Civil Service Police Unit (municipal police) as the executor from the field in order to curb Props are not installed in place. Based on the interview with the author of Samarinda City Commission and the Election Supervisory Committee stated that all Political Parties and Legislative Candidates in the city of Samarinda do Violations Installation Attributes Campaign.

I. PENDAHULUAN
Pemerintah Kota Samarinda sudah membentuk tata ruang kota yang masih dalam tahap pengerjaan, dilihat dari taman-taman kota yang sudah dibangun. Pemerintah Kota Samarinda harus lebih serius mengatasi segala bentuk permasalahan tata ruang di Kota Samarinda, karena Pemerintah Kota Samarinda di anggap paling bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.Seharusnya segala bentuk masalah penataan tata ruang di Kota Samarinda bisa cepat diselesaikan tak lepas dari bantuan Instansi-Instansi yang terkait dan bersama dengan masyarakat Kota Samarinda itu sendiri.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pembentukan tata ruang di Kota Samarinda yakni dengan menyediakan dana secara bertahap dan transparansi yang dilakukan dengan cara swakelola (dikelola sendiri oleh institusi) kepada Instansi yang terkait, agar Instansi yang bertugas di bidang tersebut dapat bekerja dengan baik. Maraknya pembangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi di Kota Samarinda sudah terlihat dimana-mana, seperti pembangunan gedung-gedung Pemerintahan serta gedung-gedung pusat perbelanjaan yang sudah begitu banyak terlihat.Akan tetapi dengan pesatnya pembangunan sekarang ini membuat tata Kota Samarinda semakin terlihat tidak teratur dikarenakan perencanaan pembangunan yang tidak terencana.
Menjelang tahun Politik atau pesta Demokrasi Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 berbagai macam Atribut Kampanye sudah mulai menghiasi tempat-tempat umum di Kota Samarinda, oleh karena itu maraknya Pemasangan Atribut Kampanye Partai Politik serta Calon Legislatif yang tidak pada tempatnya akan membuat tatanan Kota Samarinda semakin menjadi rusak karena berbagai kepentingan, dimana kiprah para Profesional Politik ini menjadikan Partai Politik sebagai kendaraan karir mereka.[footnoteRef:2] Seyogyanya Pemerintah Kota Samarinda lebih tegas menindaklanjuti permasalahan yang ada dalam hal ini lembaga yang berwenang yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda agar menindaklanjuti pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye yang dilakukan oleh beberapa oknum Partai Politik dan Calon Legislatif yang akan turut andil dalam pesta Demokrasi Pemilihan Umum se-Indonesia tersebut akan membuat tatanan di Kota Samarinda semakin tidak teratur, apabila Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda hanya menegur secara lisan tanpa memberi sanksi Penulis merasa tindakan tersebut akan menjadi kurang efektif, karena disamping mereka adalah Calon Wakil Rakyat yang akan memperebutkan kursi dipemerintahan mereka juga tergolong orang-orang yang berpendidikan, jadi mereka bisa saja mengabaikan teguran tersebut karena dibalik teguran tersebut tidak ada sanksi atau penyelesaian dalam hukum. [2: Prasetyo Eko, Demokrasi Tidak Untuk Rakyat, Resist Book, Yogyakarta, 2005,  hlm. 20.] 

Pembangunan tata kota di Kota Samarinda akan semakin menjadi rusak dan tidak teratur apabila kita sebagai masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye tersebut tidak bertindak tegas. Seharusnya ada tindakan-tindakan yang persuasif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sebab masalah pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye di Kota Samarinda adalah masalah bagi kita semua, apabila kita sebagai masyarakat Kota Samarinda serta Pemerintah Kota Samarinda hanya berdiam saja cepat atau lambat tatanan Kota Samarinda akan semakin bertambah rusak. Penulis yakin, tidak akan ada pihak yang ingin bertanggung jawab atas semua masalah tersebut, baik Partai Politik maupun Calon Legislatif yang berkampanye. Seyogyanya Pemerintah Kota Samarinda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda serta masyarakat Kota Samarinda bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye di Kota Samarinda tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan agar tercipta tata kota yang bersih, nyaman dan lebih tertata.
Pemerintah Kota Samarinda harus lebih tegas dalam mengatasi masalah pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye, sebab jika tidak maka peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yakniPartai Politik dan Calon Legislatif yang turut serta pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 9 April 2014 akan  terus melakukan Pemasangan Atribut Kampanye yang dipasang tidak pada tempat yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kota Samarinda. Dalam menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga untuk keperluan Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda. Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Pelaksana Kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:3] Mungkin  dari beberapa Spanduk atau Baliho yang jatuh di jalan membuat banyak kecelakaan atau Poster-Poster yang di tempel di tempat yang seharusnya tidak boleh ditempel, dan pemasangan Bendera yang bisa membuat orang kehilangan nyawa dengan menaruh beberapa Bendera atau Umbul-Umbul di tiang-tiang listrik.  [3:  Abdullah, Rozali, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm, 206. ] 

Demi terwujudnya proses tatanan Kota Samarinda yang benar dan terarah, maka Pemerintah Kota Samarinda berperan penting dalam bidang penataan tata Kota Samarinda yang bersih dari berbagai macam sesuatu yang merusak keindahan kota, sama pentingnya dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dalam memperhatikan pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye yang tidak pada tempatnya, serta menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemasangan Atribut Kampanye.
II. PERMASALAHAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mencari tahu bagaimanakah implementasi peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Samarinda dan sejauhmana peran serta tanggung jawab KPU Kota Samarinda dalam menertibkan pelanggaran pemasangan Atribut Kampanye yang tidak dipasang pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemkot dan KPU Kota Samarinda.
III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Kota Samarinda dan Kantor Panwaslu Kota Samarinda. Adapun metode yang digunakan adalah metode sistematika dam pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukm tertentu dengan jalan mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Penulis juga menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan mengelompokkan data menjadi dua bagian yaitu data premier dan data sekunder, penelitian Yuridis Empiris, dan Analisa Data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Menjelang tahun Politik atau pesta demokrasi Pemilihan Umum ditahun 2014 ini berbagai macam Atribut Kampanye Partai Politik maupun Calon Legislatif sudah mulai menghiasi tatanan Kota Samarinda. 
Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014, di ikuti oleh 12 peserta Partai Politik yang secara legalitas memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, diantaranya :
1. Partai Nasional Demokrat
2. Partai Kebangkitan Bangsa
3. Partai Keadilan Sejahtera
4. Partai PDI Perjuangan
5. Partai Golkar
6. Partai Gerakan Indonesia Raya
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Bulan Bintang
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia


Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, peserta Partai Politik yang ada ikut serta dalam memperebutkan kursi-kursi untuk penempatan Calon Legislatif DPR RI, DPRD, DPD. Berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 1 butir (b) dijelaskan bahwa Alat Peraga Kampanye tifak ditempatkan pada tempat Ibadah, Rumah Sakit aatau tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, Gedung Milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (Sekolah) jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana public, taman dan pohon. Peserta Pemilihan Umum yaitu setiap Partai Politik dan Calon Legislatif hanya dapat memasang satu baliho di tiap Kelurahan pada zona atau wilayah yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. Peserta Pemilihan Umum di Kota Samarinda di ikuti oleh 12 Partai Politik beserta 20 Calon Anggota DPD RI yang telah menyepakati deklarasi Kampanye damai peserta Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. 
KPU Kota Samarinda juga berperan penting sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Pemilihan Umum yang bersih agar berlangsung dengan adil dan damai. KPU Kota Samarinda juga bekerja sama dengan Panwaslu Kota Samarinda untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini khususnya Pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum yakni Partai Politik dan Calon Legislatif pada masa Kampanye di Kota Samarinda. Pihak KPU Kota Samarinda juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye Partai Politik dan Calon Legislatif yang dipasang tidak pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang pemasangan atribut Kampanye.
Pada masa Kampanye di Kota Samarinda peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Partai Politik dan Calon Legislatif sudah mulai memasang Atribut Kampanye mereka bahkan sebelum masa Kampanye sudah banyak peserta Pemilu yang memasang atributnya ditambah lagi Pemasangan Alat Peraga yang dipasang tidak pada tempatnya seperti di tempat Ibadah, gedung-gedung milik Pemerintah atau tempat-tempat Pelayanan Kesehatan. Pemasangan Alat Peraga yang dipasang tidak pada tempatnya tersebut tentu sudah melanggar  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 1 Butir (a) yaitu :
(a) Alat Peraga Kampanye tidak ditempatkan pada Tempat Ibadah, Rumah Sakit atau tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah), jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai Pedoman Pelaksanaan Kampanye Bagi Calon Legislatif DPR, DPRD maupun DPD pada Pemilihan Umum di tahun 2014. 
       Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemasangan Atribut Kampanye Calon Legislatif pada Pasal 17 ayat 1 butir (b) yaitu:
1. Baliho atau Papan Reklame (Billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk (1) Desa/Kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik  dan /atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus 
2. Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD
3. Calon Anggota DPD dapat memasang Baliho atau Papan Reklamae (Billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan atau nama lainnya
4. Bendera dan Umbul-Umbul hanya dapatdipasang oleh Partai Politik dan calonAnggota DPD pada zona atau wilayah yangditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, danatau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.
5. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan.

       Para Calon Legislatif maupun Partai Politik yang akan bertarung di Pemilihan Umum harus mentaati Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemasangan Atribut Kampanye Calon Anggota Legislatif. Kegiatan sosialisasi boleh saja dilakukan oleh Para peserta Pemilu, namun hendaknya tidak melanggar zona larangan Pemasangan Atribut Kampanye sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum. 
       Dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dhanny Rakhmadi, SH yang mewakili Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kota Samarinda mengatakan bahwa ”Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Samarinda terbagi dalam 10 (sepuluh) Kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap Kecamatan”.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dhanny Rakhmadi SH selaku staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda pada tanggal 23 April 2014 di Kantor KPU Kota Samarinda menjelaskan bahwa menanggapi Pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye yang terjadi di Kecamatan Samarinda Utara yakni di Simpang Empat Sempaja Jalan KH. Wahid Hasyim II dan Simpang Tiga Perumahan Bengkuring di Jalan Padat Karya, pihak KPU Kota Samarinda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye sudah menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai pihak yang berhak memberikan sanksi terhadap Pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye yang terjadi di Kota Samarinda pada saat pelaksaan Pemilihan Umum (Pemilu) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda yang mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kota Samarinda atas temuan laporan terhadap tindakan Pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye tersebut telah mengirimkan surat teguran kepada Partai Politik dan Calon Legislatif yang memasang Atribut tidak pada tempat yang telah ditentukan serta menurunkan Alat Peraga mereka. Apabila pihak Calon Legislatif tidak menanggapi teguran dari pihak KPU Kota Samarinda tersebut maka pihak KPU Kota Samarinda akan menurunkan Alat Peraga Kampanye mereka dalam hal ini pihak KPU Kota Samarinda dan pihak Panwaslu Kota Samarinda juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan Alat Peraga tersebut.
       Secara legitimasi, Komisi Pemilihan Umum sudah membuat aturan tata cara Kampanye dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, meskipun dalam kenyataannya sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang pemasangan Alat Peraga tetapi tetap saja dilanggar oleh para Calon Anggota Legislatif. Pada prinsipnya memasang Baliho besar dilarang oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum tetapi faktanya banyak Baliho Calon Anggota Legislatif yang justru adu besar dilapangan, oleh karena itu Bapak Dhanny selaku Anggota Staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda berharap para peserta Pemiihan Umum yakni Partai Politik dan Calon Legislatif seyogyanya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat agar mentaati aturan yang berlaku. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa masih banyak pemasangan Alat Peraga di Kota Samarinda yang tidak teratur.Bahkan disaat belum masuk masa Kampanye sudah banyak Alat Peraga Calon Legislatif yang sudah terpasang di sejumlah titik seperti halnya di Kecamatan Samarinda Utara tepatnya di Simpang Empat Sempaja Jalan KH.Wahid Hasyim II dan Simpang Tiga Perumahan Bengkuring tepatnya di Jalan Padat Karya.
       Selanjutnya hasil wawancara Penulis dengan pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Samarinda yang diwakili oleh Bapak Ir. Ahmad Naufal selaku Ketua Kordinator Lapangan yang ditemui Penulis pada hari Kamis Tanggal 24 April 2014 menyatakan bahwa pihak Panwaslu Kota Samarinda telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk mengatur dan menertibkan Alat Peraga Kampanye yang dinilai menyalahi aturan. Berdasarkan laporan dari Panwaslu Kota Samarinda, mereka telah mengirimkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Samarinda terkait pembatasan jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye disertai adanya pembatasan titik dimana yang boleh dipasang Alat Peraga Kampanye.
       Pada masa Kampanye Pemilihan Umum di Kota Samarinda yang diselenggarakan mulai Tanggal 11 Januari sampai dengan Tanggal 5 April 2014 para Calon Legislatif dan Partai Politik sudah mulai memasang Atribut Kampanye bahkan sejumlah Alat Peraga sudah mulai terpasang dan terlihat marak sebelum waktu yang di tentukan. Adapun Pemasangan alat peraga Kampanye baik berbentuk Billboard, Spanduk maupun Baliho terlihat menghiasi sejumlah titik yang dalam kenyataannya bukan hanya dijalan protokol atau tempat-tempat strategis namun juga dikawasan pemukiman penduduk.
       Dengan demikian Penulis berharap baik terhadap Calon Legislatif maupun Partai Politik agar bersama-sama untuk mentaati peraturan yang berlaku berkaitan dengan Pemasangan Alat Peraga dan meminta Pemerintah Kota Samarinda serta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda agar menindak tegas para Pemasang Alat Peraga baik para Calon Anggota Legislatif maupun Partai Politik yang memasang Atribut Kampanyenya tidak pada tempat yang telah ditentukan.
Ruang publik Kota Samarinda sekarang berubah menjadi “Taman Politik” untuk memamerkan Alat Peraga Kampanye.Selain dipasang secara tidak teratur tidak ada yang mengesankan dari Spanduk, Baliho atau Poster yang berserakan itu. Tujuannya sama yakni “Pameran Politik” modelnya pun nyaris seragam yakni dengan mengedepankan jargon, kalimat retoris hingga identitas ikatan biologis dengan figur tertentu. Yang berbeda hanya Warna, Nama dan Desain.Adu Alat Peraga bukan dalam hal kreatifitas melainkan seberapa banyak (kuantitas) Alat Peraga Kampanye yang mampu ditebar.
Perihal tertib Pemasangan Alat Peraga sudah diatur dengan baik oleh Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 disebutkan bahwa “Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat Ibadah, Rumah Sakit atau tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.” Adapun yang paling marak ditemui adalah pemasangan Spanduk dan Poster di pepohonan serta penancapan Bendera-Bendera Partai Politik di pembatas jalan oleh para Calon Legislatif yang tidak punya kepekaan pada kerapian lingkungan itu, “yang publik” dijadikan “yang privat” Inilah pencurian ruang publik.
Bapak Dhanny Rakhmadi SH selaku staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda juga menjelaskan bahwa pencurian ruang publik itu kerap dilakukan tengah malam, saat orang-orang tertidur pulas, bahkan dapat terlihat secara terang-terangan. Semakin dekat pelaksanaan Pemilihan Umum perampasan ruang publik itu semakin menjadi-jadi tidak ada protes (besar-besaran) dan tidak ada amuk massa pada si pencuri padahal ada kerugian yang diderita.
       Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda juga sudah menjalankan aturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan penjelasan Bapak Dhanny Rakhmadi, SH selaku Penata Muda KPU Kota Samarinda yang mengatakan ”Perubahan meliputi jenis Alat Peraga dan penempatannya”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda juga mengupayakan Agar Atribut Kampanye yang digunakan Calon Legislatif lebih tertib serta Atribut Kampanye tidak dipasang disembarang tempat, misalnya di jembatan, di tempel di kotak atau ruang publik seperti pohon dan di tiang-tiang listrik. 
V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Setelah melalui penjelasan dari bab-bab di atas, maka sebagai akhir dari penulisan Studi atau skripsi ini Penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah-masalah apa yang telah dibahas untuk diberikan Abtraksi yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dibuat adalah sebagai berikut :
1. Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dan Pengawasan Pemilu Kota Samarinda yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda sudah melakukan tugasnya dengan benar. Semua aspek dari tata cara pemilihan sampai tata cara Pemasangan Atribut Kampanye, hanya saja kebanyakan dari para Calon Legislatif dan Partai Politik yang tidak paham serta terus melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye demi kepentingan Politik, banyak dari mereka yang memasang Atribut Kampanye yang tidak sesuai tempat seperti di lingkungan Kampus, Mesjid dan Rumah Sakit, selain Calon Legislatif para tim Sukses dari berbagai Partai Politik juga melakukan hal yang serupa, mereka menempatkan Atribut Kampanye mereka di sembarang tempat seperti dipohon, tiang listrik dan taman kota, dan itu sangat mengganggu tatanan Kota Samarinda.
2. Sanksi yang didapat harusnya bisa lebih tegas, karena sementara ini sanksi yang diberi Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu Kota Samarinda yang berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye masih terlampau ringan yakni sanksi yang berupa adsministratif, pelarangan berkampanye serta dengan menurunkan Alat peraga Kampanye. Menurut Penulis sanksi tersebut masih terbilang kurang efektif, sehingga membuat para Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik masih melakukan pelanggaran tanpa harus memikirkan Sanksi yang berat. Hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yakni terletak pada para Anggota Partai Politik serta Calon Legislatif yang masih melakukan pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye  dikarenakan kurang tegasnya penerapan sanksi dari pihak yang berwajib yakni KPU Kota Samarinda melalui rekomendasi Panwaslu Kota Samarinda.

B. Saran
Sebagai akhir dari penulisan studi atau skripsi ini Penulis juga  hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Seyogyanya Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda berkaitan dengan kewenangannya menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib menertibkan dan memberikan arahan kepada para Calon Anggota Legislatif agar bisa memasang Alat Peraga sesuai dengan peruntukkannya.
2. Seyogyanya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang sudah diberikan rekomendasi dari Panwaslu Kota Samarinda untuk menindak tegas para Calon Anggota Legislatif agar tidak menyalahgunakan kepentingannya berkaitan dengan masalah Pelanggaran Pemasangan Atribut Kampanye di Kota Samarinda.
3. Sebaiknya Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda saling berkoordinasi dengan para Calon Anggota Legislatif agar mereka bisa mengerti bagaimana cara pemasangan Alat Peraga yang tidak melanggar aturan.
4. Sebaiknya masyarakat Kota Samarinda juga berinisiatif untuk menertibkan Alat peraga Kampanye di Kota Samarinda guna membantu Pemerintah Kota dan KPU Kota Samarinda dalam menertiban Atribut Kampanye yang berserakan agar Kota Samarinda bisa menjadi Kota yang bersih dan lebih tertata.
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